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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
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7 Undang-Undarg Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajax
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Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
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Menetapkan - PERATURAN DAER‘/'-\. 1 TENTANG RETRIBUSHIZIN GANGGUAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

3

Pasal i

Dalam Peraturan yang dimaksud dengai

-

| Daerah adalah Kcta Pagaralan.

9 Pemerintahan Daerah adalab Pemerintah Kota Pagaralarm,

3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagaralam,

4. Bidang FPoencapatan adalah Dinas Pendapatan Pangeloiaan
Keuangan dan Asset Kota Pagaralarm:

5 Retribusi Jzin  Gangguan adalalh  pungutan daerab  yang
dilakukan oizh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan gan
Asset Kota Pagaralam

Retribus  17in OBanguan sebagamana rimaksud dalam
Peraturan Perundang-un dangan yang bherlaku,

7. Kas Darrah adalah Kas Pemerintah Kota Pagaralam.

g Bidang Pendapatan adalah unit pengefoiaan teknis daerah
dibawah Dinas “endapatan Pengelolaan Konangan dan Aszet
Kota Pagaralam;

3 Masa Retribusi adalah suat angka  wakiu ferentd yan

misapaRs botas waktu baqi wajib pajak untuk me. nanfaatka

tempat kihusus reiritusi

10, Surat Ketetapan Rerirust Daerah, yans selanjutnya  daprat
disingkat SKRD adalah surat keputusan yang renentukan

juralah retribusi yana terhuteng:

P



1. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau
sanksi adminristrasi berupa bunga dan atau dernda:

12, Surat Kepuwsan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap STRD  atau doPumen lain yang
dipersamakan, vang diajuksn oieh waiib retribus

BAB H
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2
1) Dengan nama Retribusi lzin Gangguan dipungut retribusi atas Kegiatan
pelayanan p2mbenan izin gangguan,

(2) Objek Retribusi adalah kegiatan nelavaran pemberian =~ ‘erinat
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan jang dapat
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk
pengawasan dan pengandalian kegiatan usaha secara terus menerus
untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban | keselamatan, atau
kesehatan umurn. memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi
norma keselamatan dan kesehatan karia;

(2) adalah tempat usaha/

(3) Tidak termasuk objek Retribusi pada aya
emerintah atau Pererintah

kegiatan yang telah ditentukan oleh P
Dacrah

_/”"‘

Pasal 3
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Radan vang mepercleh
pelayanan {zin"Gangguan aari Pemerintah Daerah %
BAE 11
“~lengan Retribus

FPasal 4

Retribust Izin Gangguan diaslongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu:

BAR 1V
PEMUNGUTAN RETRIBUSH

Bagian Pertama
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal &

Tingkat dalam penggunacn jasa ditetagkan berdasarkan uas, indaks
lokasi, indeks gangguan



- s T Ragian Hodua
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan
3esarnya Retribusi

didasarkan pada tujuan menutup sebagian atas seluruh  biaya
penyelenggaraan pemb 2rian izin vang bersanakutan.

(1) Prinsip dan sasaran dalan penciapan tanf Retribusi Derizinan Tartcntu

(2) Biaya penyienggaras 1 pemberian izin sebagaimana dimasukd pada
ayat (") melpult pencritatan dokumen izin, pengdwasan ddanangan,
penegakan hukum, penatausahaan.  dan biaya dampak negatif dari
pemberian izin tersebiit

Bagian Ketiga
Struktur aan Besarnya Tarif Retribusi

Baenl 7
as r]/

(1) Struktur tar, digolongkan herdazarkan fuas tempat usaha:

(2) Struktur dan besarnya tanl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diletapkan sebagat berict -
a.tuas s.d. 100 m2 sebesar Rp 125 000 - {seratus dua puluh lima
riou rupiahy;

,.

b Luas lebih dart 100 m2 ssmipal dengan 500 m2 sehesar Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
¢ Luas lebih dan 50L mZ sampai dengdn 1000 m2 sebesar Rp.

500.00%,- (ima ratus ribu rupiah);
d. Luas iehih dari 1000 m?2 sebesar Rp. 500,-/m2 (ima ratus rupiah oer
meter persegi).

8! uan, selama
usahanya masih bernalan dengan  ketertuan harus melakuban
endaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekaii yang harus diajuxan

dalam jangka wakiu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang
ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi ;

(3) Besarnya tarf retribust pendaftaran ulang izin cangg
us

(4) Besarnva ‘arif retribusi pengalihan izin dalam hal Pendirian atau
ok \rlua% an temnpat ussha dan atau perubahan jenis usaha, ditetapkan
schesar 100% (seratus persen) daritanf relribusi vang herlaku;

(5) Cesarmya tanf perubshan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditetapkan sebesar 1007 (seratus persen) dar tanf retribus ),

Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan

Retribusi yang terutang dipungul diwvilayah kota Pagar Alam



Bagian Kelima
Tata Cara Pemunguian

asal 9

(1) Retribusi dipungut dengan mengqgunakan SKRD atau dekumen iain
yang dipersamiakan

(2) Hasil pungutan retribus) cebagaimana dimaksud pada avat (1) disetor
ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus i'-’enei.nm md? Dinas
Pendapatan.

(3)Tata cara peiaksanaan ;ww.,"\:;u‘l:ur otribust ditetankasn b an

Peratinan Walikolo.

Bagian Keenam
Sa~t Retribusi Tervtang

Pasal 10

Retribusi terutang dalam masa retribusi tenadi pada saat ditetapkan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan

Bagian Ketuiuh
Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

”
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaliqus.
(2) Retribusi yang terutang ilunasi sejak diterbitkan SHERL atau dokuneen
iain vang dmorcqmakfm

(3) Tata cara pembayaran iempal pembayaran. penundaan pembayaran
Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Ragian Kedelapan
Sanksi Administratif

Yasal 12

Dalam hal Waiib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
xureng membayar, dikenasi \,unk5| administraci haroma dsean D00 T
persen) setiap biar  dari retribusi yang terutany yang tuJ Ak atau Purd g
dibayar dan ditagih dengan n\engguxamh STRD didahuiwt dengan Suiat
Teqguran.

Pasai 13

Wajib Retribusi yang tidak melaksenakan  kewajibannya  sehingga

merugikan Keuangan Daerah diancam _mdana kurungan paling iama 3




(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribnsi
. terutang yanq tidak atau kurang dibaysr

3 Pasai 14

Wailkota berwenang :

a. Melakukan penutupanipenyegelan dan atau penghentian kegiatan pada
tempat usaha yang tidak memiliki izin gangguan;

b. Melakukan pencabutan  1zin,  penutupan/penyegelan  dan  atau
penghentian kegiatan pada tempat usaha yang melanggar izin.

Pasal 15

Apabila kegiatan usaha telalh dihentkan dan atau tempat usaha telah
| ditutup/disegef tetapi tetap melfaksanakan kegiatan usaha, maka Walikota
| berwenang memberikan sanksi dengan menetapkan uang paksa sebesar
| aarif retribusi yang harus ditztapkan atau dibavar  atas keterlamhatan

perhar untuk mematuhi ketentuan cenghentian kegiatan wsaha,

Pasal 16

(1) Kepala Daerah davatmemberikanpengurangan, keringan dan
permbebasar retribuist:
,' (2) Fkﬂlgurarmrw, kCYWN}RrH1H(‘1I);’”WN‘W(“ i retribhust sebagaimana
amaksud pada ayal i 1) hanya dherioan kepada usahs - ;:Sa%w:\
bersifat cosial;

(3) Tata cara pengurangan, kennaganan fian pombehasan retrnibus
ditetepkan dengan Peraturan Walikota

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan

Pasal 17

(1) Surat tegurar atau sural peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagail awall tindakan pelaksanaan penagihan retrioust dikeluarkar 7
(tujun) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran:

(2) Dalam jangka -wvaktu 7 ffoieh) han setelah tangaal surat teguran atau
surat peringatan atau sural lain yang sejenis  disampaikan.Wajib
Retribusi harus melunasi retribusi vang terutang,

(3) Surat teguran, surat Deringatan atau sura® lain yang sejenis
vat (1) dikeluarkan oleh Waikota atau

sebagaimans dimaksud pada a
pejabat yang ditunijuk.
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Bagian Kesepuiui
Pengurangan, Ke:inganan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 18

Waiikota  dapat  memberikan  pengurangan,  keringanan  gan
pembebasan retribusi

Pemberian  pepgurangan, keringanan dan  pembebasan  retribusi
sebagaimana dim aksud pada ayat (1) pasa! ini dapat diberikan dengan
memperhatikan k2mampuan Wajib Retribusi.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Keberatan

Pasal 19

Waijib Retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Walikota a‘au
) Hay |

Pejabat yang dituniulc:

Kuberatan diajukan secac bntidis denaan disetan alasan waal i ,ana
jelas;

Keberatan harus dalam jangka walitu paling lama 2 (dua) bulan seizk
ianggall Surat Kotetapan Retribusi (SKRD) diterbitkan, kecuali apasila
Wajio Retribusii dapat Menunjukkan bahwa jangka wakti itu tidak
dapat divenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya:

Pengajuan Keberatan_tidak
dan pelaksanaan penagihan

nerunda kawagiban membayar Relribus
Retribust

!
-
i
i

7y

Paznal 20

Dalam jangka waktu pling lama G (onam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima VWalkota harus memberi keputusan atas keberatan
vanq dinajukan:

¥
Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada avat
(1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menaolak ata

menampah bhesarnva Retribusi yong teruiana,

Apabila angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tolah
lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.



Bagian Kesebelas

Kedriuwarsa

. Pasal 21

. 1) Hak untuk melakukan penagihan retnbusi, menjad kadaluwarza
setelah melampaui jangka wakiu 3 (lig a) tahun sejak saat terutangnyea
retribusi kecuali jika Wajib Retribusi meiakukan tindak pidana di bidang
retribusi;

(2) Kadaluwarsa penagihan rclribust sebagaimana dimaksud pada avat
(1) tertangguh jika - N
a. Diterbitkan Surat Te juran dan atau;

b. Ada pengakuan utang retribust dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak fanasung.

(3) Lalam hal ditarbitkan surat reguran schTgainans LTGHSUD plda dval
(2) buruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal dienmarnya
surat tequran tersebut .

(4) Pengauan hutang Retribust secara langsung sebagimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Waiibh Retribusi dengan kesadaranrya
menyaiakan masih  mempunyal  nutang Retribius dan belum
melunasinya kepada Pemoeintah Dacrah

(5) Pencaxkuan hutang Relribus secarn tdak  jangsung dart pengajusn

. permoaeonan  angsuran atau  penundaan pembayaran  oan
’ permohonan keberalan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22
: (1) Pivtang Retribuct yang tidak mungxin ditagibh lag karena hak uriuk

melakukzn penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan

(2) Walikota menetapakar Keputusan penghapusan Retribusi Kahupalan
yang sudah kaduluwar. a S(.br!gldlfﬂl_x o dimakesud pada ayat (1)

{3) Tala cara penchapucan Relnbosr yvang sudah kedeluwarsa diatur
dengan Peraturan ‘Walikcta. .

Bagian Keduabeias
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Vano Kedaluwarsa

Pasal 23

(1) Pivtang ol tidek mungkin difagih fagr karena hak un'uk
melakuka~ penagihar, ratribust vang sudah  kedaiuwarsa, dapat

l dihapus:

. (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan  piutang  retribus
Daerah yang sudah kedaluwarsz S-,t agaimana Jimaksud pada avatl
1)



BAB V
PERIZIN AN

t
. Bl

Pasai 24

(1) Gangguan ierhadap pergawasan dan pengendaliar kegiatan usabe

secara terus menerus < alam Kota Pagar Alam walld meandapatkan izin
dari Welikota Pagar Alarn atau pejanatl yang ditunjuk;

(2) Setelah mendapal izin dan memenuhi persyaratan. maka petugas
berhak mencliti permohonan izin kemuidian diterbitkan Surat Ketetapan
Retribusi Dasrah;

(3) Penetapan Retribusi gangguan citetapkan oleh Walikota Pagar Alarm
setelah rmendapat pertimoangan dari panitia penstapan yang terdliri
dari ;

a. Kepala Dinas Pendepatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kofa
Pagar Alam

b. Kepala Bzgian konomi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

c. Kepala Bagian Hukuin Setda Kota Pagaralam

d. Camat setempat

(4) Kepeda pemegang izin penetapan retribusi gangguan dalam Koia

Pagar Alam dikenakan retribusi sebagai retribust gangguan
) BAB Vi
- ’ LARANGAN — LLARANGAN
Pasgal 25
- Gangguan pengawasan dan pengendalian yarg dapat menimbulkzn
ancaman bahaya dilarang tanpa izin car Walikota Pagar Alam,
BAB Vi
HAK - HAK
Pasal 26

(1)Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota
Pagar Alam berhak memberikan oerintah yang  diperukan untuk
kepentingan  ketertiban, kebersihan dan  keindahan kota sciia
keselamatan rnasyarakat Kota Pagar Alam,

(2)Kepala Dinas Pendapatan Pongelolaan Keuangan dan Asset Kota

i Pagaralam berhak iengav/asi  dan mengkoordinir  pelaksanazn
pemungutan retribust ganaguan dalani Kota Pagar Alam;

(3)Kepala Dinas Fendapatan Pengeloiaan Keusngan dan Assel Kola
Pagar Alam menunjulc pelugas pemungnt refribusi gangguan &an

. menyetorkan uang hacil pungutan ke Kas Daerah atau Bendaharawan
khusus penzrimaan pada Dinas Pendapalan Pengelolaan Keuangan
- dan Asset Kota Pagar Alary

D}
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BAB I
PEMUNGUTAN DAN FENYETORARN RETRIBUS!

Pasal 27

Pemungutan Retribys yang dimaksud pada pasal (5) peratiran
daerah ini dilakukan oleh Diras Pendapatan Pengelolaan Keuanjan
dan Asset Kota Pagar Alam atau petugas vang ditunjuk:

Setiap Pemungutan Retribus; dilakukan dengan memberikan tanda
penerimaan pembayaran berupa Surat Ketetapar Retribusii Daerah
atau disingkat dengan SKRD. yang diterbitkan dan diproses cleh
Dinas Pendapatan Pcnaelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar
Alaim;

Bentuk, ukurar dan warna dari tanda bukt pembayaran retrioys
ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk:

Semua hasil punguten retribusi sebagaimana yang dimaksud paca
ayat (1) pasal ini. h.rus sudah disetor ke Bendaharawan khusus
penerima pada Jari de n tanggal penerimaan:

Selambat—lambamya T {satu) hari sesudah hasil pemungutan
retiibusi, disetor ke Bendaharawan khusuys penerima dengan
mengirimkan bukti setor atay Bukti-bukti lainnya yang sah keparia
Dinas Pzndapa‘an Pengelotaan Kevangan dan Asset Kota Pagar

Ay ian
Oy,

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Wajib reiribnisi yang tddak melaksanakan rewajibannya sehingya
snen{ﬁkankcuangan()ucnﬂ\dmncnnw;Ndana Kurungan paling larna
3 (tiga) bulan atay pidana denda paling banyak 3(tiga) kali jum'ah
Retribusi yang tidak atay kurang dibayar.

Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) pacal ini adaiagh
peianggaran. -

BAB X
FENYIDIKAN

Pasal 20

1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

peraturan daerah im ditakukan oleh penvidik POLRY atay Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota yang
pengangkatannya ses ai dengan peraturan perundang-undangan
yang beriaku:




(2) Dalam melaksanak in tugas penvidikan Pegawar Neger Sipil yang
dimaksud ayat 1 (satu) pasal int mempunyal wewenang !
a. Menerima lapo-an atau pengaduan darn seseorang tentang
aianya tindak pidana.
n. Melakukan tind~kan pertama pada saat itu ditempat kejadian
dan melakukan nemeariksaan.

<. Menyuruh berhenti seseorang fersangka dan memeriksa tenda
pengenal dar’ tersangka.

~ AAalal-iilram marradbanem bhoaimeda Ay rot

u. wvicranunal i 1 Jsh YYL( (11\ \'\" X\\l 1 OL(“H) ‘)\l

e. Mengambil sidir jari dan memotret tersangka

f. Memanggil orang untuk didengar dan ¢ hperiksa  sebagal
tersangka atau saksi ~

g. Mendatangkan secrang  ahhc dalam hubungan derga

pemeriksaan porkara

h. Mengadakan penghvntim penyidikan  setelah mendapat
petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukt
atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya  melain penvidik  POLRIE memberitahukan hal
tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya,

i Melakukan tindakan lain menurut hukum vang  dapai di
pertanggung jawabkan

(2} Penyidik Pegawar NMoages Sipd (PONGY sebagamana . dinnal sud
pada ayat 1 (satu) pasalmywant
a. VMenmbuat Beita Acara seliap indakan dalam aal
1. FPemeriksaan Tersanaghn

2 Pemastxas Rumah

3. Penyitaan Barang

4. Pemerixsaan Saksi

5.. Pemeriksaan ditempat kejadian {TKF)
b, Membuat laporan kepada VValikota melalui oimoinan unitnya
Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum  meiaiu
Penviaik POLRI daiam wilayah hukum vanag sama

o

BAB X!
KETENTUANM PERALIHAN

Pasal 30
Pada saat herlakunva Peraturan Daecrah ini, maka peraturan yang

Lertentangan dengar peraturan dacrab n dinyatakan tidak beriaku
lagi;

BAE Xl
KETENTUAN PENUTUPR

Pasai 31
Hal - hal yang belum diatur daliom peraturan daerah ini ;akan

ditetapkan lebih lanj. dengan Peraturan Walikota sepanjang mengenai
pelaksanaannya;



Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar supaye seliap orang dapat mengetahuinya, memeiintahkar
Pengundangan Peratiran Daerah ini dengan penempatan ke caian

Lembaran Daerah Kota Pagaralam;

Ditetapkan di - Pagar Alam
Pada Tanggal © |8 Degemioey 2010

\NAt__n/\oT,fyFi?-\\:;AR ALAN
t

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di _ Pagar Alam
Pada Tanggal C 20 Ogs 2010

SEKREFTARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAR
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